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BAB V 

 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAMPAK DAN SARAN 

PENELITIAN 

 

1.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada “Kajian Tentang Peran Aparatur 

Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mencegah dan Mengatasi Fraud, Studi Kasus 

Pada Pemerintah Kabupten X”, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jenis fraud yang sering berpotensi terjadi pada pemerintah daerah adalah 

penyimpangan dalam kategori Neraca, yaitu pengelolaan asset pada proses 

pengadaan barang dan jasa yang menyalahi aturan.  Selain itu, fraud juga 

sering berpotensi terjadi pada kategori Laporan Realiasisi Anggaran, 

terutama dalam proses pengelolaan dana APBD, baik itu dalam penggunaan 

dana APBP, ataupun penggunaan langsung terhadap pendapatan daerah 

yang menyalahi aturan perundang-undangan. 

2. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku fraud pada pemerintah daerah adalah 

terjadi kerugian keuangan keuangan daerah. Untuk fraud yang terungkap, 

baik oleh APIP ataupun auditor eksternal (BPK), kerugian keuangan daerah 

akan menjadi tanggung jawab pelaku fraud. Prilaku fraud yang 

menimbulkan kerugian keuangan daerah terbesar selama 5 tahun terakhir 

terjadi pada tahun 2013, dan kerugian keuangan daerah terkecil terjadi pada 

tahun 2014. 

3. Beberapa penyebab terjadinya perilaku fraud pada pemerintah daerah 

adalah; a. Kurangnya komitmen dan kepemimpinan manajemen; b. 

Hubungan kerja yang kurang baik antar instansi terkait, c. Kompetensi, 
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integeritas dan etika dari pejabat eksekutif, pejabat legistlatif, dan aparatur 

pemerintah daerah yang masih belum memadai, dan c. Peran Aparatur 

Pengawas Intern Pemerintah yang belum efektif. 

4. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah berperan dan bertanggung jawab 

dalam mencegah dan mendeteksi fraud yang berpotensi terjadi. Namun 

peran dan tanggung jawab tersebut akan lebih efektif apabila adanya : a. 

Komitmen bersama dalam organisasi, terutama dengan manajemen, b. Peran 

dan bantuan manajemen berupa review dari manajemen puncak, c. 

Dukungan organisasi terhadap sumber daya yang memadai, d. Dukungan 

dari pihak ketiga, seperti aduan wistleblower. 

5. Kendala yang dihadapi APIP dalam mencegah, mendeteksi dan 

mengungkap fraud pada pemerintah daerah diantaranya: a. Belum 

maksimalnya penerapan prinsip independensi dan obyektifitas, b. 

Kurangnya keahlian yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang 

tidak sesuai, kompetensi teknis yang kurang memadai, serta minimnya 

tenaga ahli dalam menunjang penugasan, c. Tidak maksimalnya penggunaan 

keahlian profesional, d. Belum maksimalnya diterapkannya Kode Etik 

Aparatur Pengawas Intern Pemerintah. 

6. Peran dan tanggung jawab APIP terhadap fraud yang terjadi ; a. APIP 

melaporkan fraud secara resmi dan tertulis dalam bentuk Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Investigasi yang berisikan fakta dan kondisi yang ada 

kepada Kepala Daerah melalui pimpinan APIP. Namun jika pelaku fraud 

adalah PNS dalam instansi yang sama, dan fraud tersebut belum masuk ke 

ranah hukum, APIP cendrung menggunakan pendekatan persuasif agar 
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auditi bisa menyelesaikan apa-apa yang menjadi beban dan tanggung 

jawabnya sampai batas yang ditentukan sebelum LHP Investigasi 

diterbitkan, b. APIP melaporkan fakta-fakta terhadap penerapan hukum 

yang dilanggar, bukti-bukti yang mendukung atau melemahkan temuan, 

referensi wawancara atau aktifitas audit investigasi lainnya, dan hasil yang 

akan diperoleh. LHP Investigasi disajikan dalam bentuk ringkas, sederhana 

namun menyeluruh, tidak memuat opini pribadi, serta penilaian dan 

kesimpulan obyektif berdasarkan fakta-fakta yang tersedia. Namun LHP 

Investigasi tidak diserahkan kepada aparat hukum, melainkan kepada 

Kepala Daerah. Apabila fraud tersebut masuk ke ranah hukum, APIP 

menyerah LHP Investigasi kepada  aparat hukum setelah ada izin resmi dan 

tertulis dari Kepala Daerah. 

 

1.2 KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan mode wawancara yang lebih fokus kepada 

beberapa informan terpilih berdasarkan intensitas penugasan audit investigasi 

yang pernah dilakukan. Penelitian hanya mampu menggali sebagaimana adanya, 

mengingat informasi yang ingin diperoleh adalah informasi yang bersifat sensitif 

dan rahasia. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas dan kuantitas hasil penelitian. 

 

 

1.3 SARAN PENELITIAN 

Walau memiliki keterbatasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa jenis 

fraud paling sering terjadi yang merugikan keuangan Negaran / Dearah dengan 

nominal yang cukup material adalah pada pengadaan barang dan jasa kemudian 
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diikuti dengan penggunaan dana APBD yang tidak sesuai dengan aturan, baik itu 

dari sisi penerimaan / pendapatan ataupun dari sisi pengeluaran. Hal ini sejalan 

dengan berbagai temuan pemeriksaan BPK yang terangkum dalam arsip 

Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah 

Kabupaten X. 

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kasus fraud pada 

pengadaan barang dan jasa serta fraud pada pengelolaan dana APBD sebabkan 

karena adanya dua atau lebih pihak yang terlibat, apakah itu secara vertikal 

ataupun horizontal, yang dilakukan dengan inisiatif sendiri atau dalam keadaan 

terpaksa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fraud pada pengadaan barang 

dan jasa serta pengelolaan dana APBD terkait dengan masalah komitmen, 

kompetensi, dan integritas yang masih kurang memadai. Sedangkan penyebab 

fraud yang paling banyak terjadi dikarenakan masalah kurangnya integritas, etika, 

komitmen, keteladanan, rasa tanggung jawab dan itikad baik dari para pelaku 

fraud. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tersebut 

diatas, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Fraud yang terjadi pada pemerintahan yang mempunyai dampak kerugian 

Daerah adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu 

harus dilakukan penyelamatan dan pengembalian kekayaan tersebut 

kepada kas Daerah. Adapun hal pertama yang perlu dilakukan adalah 

komitmen dari manajemen dalam menerapkan sanki tegas dan pembinaan 

terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan, baik itu sanksi 

administratif ataupun sanksi penyelesaian secara hukum. Selain itu perlu 



 

74 
 

juga diterapkan penghargaan kepada para aparatur pemerintah yang telah 

berhasil dalam menyelamatkan asset pemerintah dari perilaku-perilaku 

fraud yang merugikan keuangan Daerah. 

2. Fraud yang terjadi secara berulang-ulang menunjukkan adanya indikasi 

lemahnya unsur pengendalian intern yang disebabkan kompetensi yang 

masih belum memadai, baik itu pada aparat pelaksana teknis pemerintah 

ataupun aparat pengawas intern pemerintah. Untuk itu perlu adanya 

dukungan dari seluruh unsur pemerintahan, terutama sekali dimulai dari 

pihak pimpinan guna mendukung peningkatan kompetensi dan sumber 

daya pengelola pemerintahan pada unit pelaksana teknis dan unit 

pengawasan intern pemerintah. Usaha peningkatan ini dimulai dari proses 

perekrutan PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan, pelatihan untuk 

peningkatan pengetahuan & keahlian, serta dukungan terhadap 

peningkatan sarana keterampilan dan pengalaman aparatur pemerintahan. 

3. Hasil  penelitian juga menunjukkan bahwa penyebab yang paling banyak 

terjadi adalah kurangnya nilai integritas dan nilai etika meliputi kejujuran, 

budaya kerja, komitmen, kepemimpinan, dan perilaku bertanggung jawab 

pada pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang 

terus berkesinambungan dalam pembenahan nilai-nilai tersebut, agar 

masing-masing aparatur pemerintahan bisa menjalankan tugas dan fungsi 

mereka dengan jujur, berani, penuh kreatifitas, bertanggung jawab, serta 

komitmen pada tujuan pemerintah yang good governance dan clean 

government dalam mengola asset Daerah untuk pembangunan. 
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